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Dahwa untul pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Relanda Daeralt tahun
‘\“:\\(Jh’“ 2022 dan herdavar Nan Neputusan Bopati Bevsir Seoatan Nt
Q00/3L /Xpte/BOT-AS 720202 tanggal 3 lanuart 2021 tentang Penuinhlan Pegawal
Negort Sipil meniadi Pengguna Angsanan Vongsung Barang Naara Peingipuina
Anggaran, Sendahara M -r‘wlo.l an dan Sendahara Pengelparan Pembantu pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralyat Dacrah Nabupaten Pedsir Selatan Talnn
Anggaran 2022

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada hurat 2 petly
menetaphan Keputusan Sekretaris Qewan Perwakilan Rakvat Daerah Nabupaten
Pesisir Selatan tentang Fenunjulan Pegawal Negent Sipil Sebagal Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan di Linghungan Sekretariat Dewan Penvalilan Ralyat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2042

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195¢ tentang Fembentukan Daeraly Qtonomi
kabupaten dalam Linghungan daerah Propinst Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomoer 28) sebagaimana telah bebetapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomoer 7 Tahun W06N tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sarolangun-Banghe Dan Daecrah vinghat 1)
Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor L3 Tahuo 9o
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten DU Fropinst Sumateta Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor S0, Tambahan Lembaran Negara Nom s
2755);

Undang = Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Neuangan
(Lembaran “Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Negara
Tambahan

Undang = Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor &, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nor.or 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoaesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
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fakhir dengan Undang-undang
dua atac Unt
acrah (Lemyar

embarar, No

Daerah
Tambal an
va.mmm.m.u telah
Nomor 9 Tahyn 2015
lang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Normor
8ara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pe
Kinerja Ingy
Nomor 25,

Mmerintah Nomor g Tahun 2006 tentang Pel
ansi Pemerintah (Lembaran Negari
Tambahan Lembaran Negar

aporan Keuangan dan
Republik Indonesia Tahun 2006
a Republik Indonesia Nomor 4614);

) N
Peraturan Pemerintah  Nomor

b tentang Pembinaan dan
€ngawasan Penyel2ngaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembiran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tah

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

un 2017 tentang Hak Keuangan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentzng
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03
Tahun 2020 tent3ng Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Orgaisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2022;

Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34/KPG(B.PT-PS/292%
tanggal 3 Januari 2022 tentang Penujukkan Pegawai Negeri Sioil menjadi
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, [}endahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat [?evsan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
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